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Fi sabilillah is one of the eight asnaf entitled to receive zakat under Qur'an Surah
At-Taubah verse 60, but its scope remains debated between classical and
contemporary scholars. This study aims to analyze the interpretation of fi
sabilillah by religious scholars in determining zakat fitrah recipients and the
factors underlying changes in its distribution pattern in Desa Sipaho, Kecamatan
Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. This empirical legal research
employs a descriptive qualitative approach with a case study strategy. Primary
data were obtained through interviews with eight informants consisting of five
religious scholars, two zakat administrators, and one fi sabilillah recipient, while
secondary data were obtained from relevant Islamic legal literature and
previous studies. The findings indicate that the meaning of fi sabilillah has
shifted from a status-based approach focusing on Islamic boarding school
students toward a functional approach emphasizing religious activities,
educational capacity, and community contributions. This shift was influenced
by changing educational needs, the expansion of educational access, and
considerations of community benefit (maslahah). The category was extended to
public-school students in 2021 and Islamic higher-education students in 2023.
The 2024 findings show that this broader interpretation continued to be applied
in zakat distribution based on beneficiaries' educational and community-
oriented activities. This interpretation is closer to Yusuf al-Qardhawi's
contemporary view than the restrictive classical interpretation. The study
concludes that the practice reflects contextualization of Islamic law, but requires
objective and consistent criteria to maintain compliance with Islamic legal
principles.
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1. Pendahuluan

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi ketentuannya
dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zakat
titrah diwajibkan sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi
orang-orang miskin (HR. Abu Dawud).! Dimensi sosial tersebut menempatkan ketepatan
penentuan penerima sebagai aspek penting dalam pelaksanaan zakat. Dalam perspektif fikih,
zakat tidak dapat disalurkan secara bebas kepada setiap pihak yang dipandang
membutuhkan, tetapi harus mempertimbangkan ketentuan asnaf sebagaimana ditegaskan
dalam QS. At-Taubah ayat 60, termasuk kategori fi sabilillah.? Dengan demikian, persoalan
penentuan penerima zakat bukan semata persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan
interpretasi norma syariah mengenai siapa yang secara hukum termasuk dalam kategori fi
sabilillah.

Persoalan hukum muncul karena konsep fi sabilillah memiliki ruang interpretasi yang
berbeda di kalangan ulama. Ulama klasik pada umumnya mengaitkan fi sabilillah dengan
jihad dan perjuangan di jalan Allah, sedangkan sebagian ulama kontemporer memberikan
pemaknaan yang lebih luas, mencakup dakwah, pendidikan, penulisan, pemberdayaan
ekonomi, politik, dan kegiatan sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan Islam.?
Yusuf Al-Qardhawi, misalnya, memandang bahwa perjuangan di jalan Allah dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk selama memiliki orientasi pada penguatan dan
pembelaan Islam.* Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan fi sabilillah tidak
berhenti pada klasifikasi delapan asnaf, tetapi berhubungan dengan metode interpretasi dan
otoritas pihak yang menentukan batas penerapannya.

Problematika tersebut ditemukan dalam praktik penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya Dusun Batupulut.
Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti, terdapat perubahan penerima zakat
kategori fi sabilillah. Pada 2019, penerima fi sabilillah terbatas pada pelajar tingkat Tsanawiyah
dan Aliyah di lingkungan pesantren. Pada 2021, cakupan diperluas kepada siswa SMP dan
SMA dari sekolah umum, sedangkan pada 2023 mahasiswa perguruan tinggi Islam juga
ditetapkan sebagai penerima. Namun, pada 2024 mahasiswa perguruan tinggi Islam tidak
lagi dimasukkan dalam kategori tersebut dan penyaluran kembali diarahkan kepada santri
serta siswa tingkat SMP dan SMA. Perubahan tersebut tidak semata-mata menunjukkan
perubahan teknis dalam distribusi zakat, tetapi mengindikasikan adanya dinamika
pemahaman fikih dan kebijakan lokal mengenai batasan fi sabilillah. Berdasarkan temuan
penelitian, perubahan tersebut berkaitan dengan pertimbangan tokoh agama terhadap
bentuk aktivitas keagamaan, kebutuhan pendidikan, serta tingkat kontribusi penerima
terhadap kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, perluasan pada
2021 dan 2023 mencerminkan penerapan pemaknaan fi sabilillah secara lebih fungsional,
sedangkan penyempitan kembali pada 2024 menunjukkan adanya penegasan terhadap
kelompok yang dinilai lebih dekat dengan fungsi keagamaan yang secara lokal dipandang
relevan dengan kategori tersebut. Kondisi ini menjadi persoalan hukum dan fikih karena
belum terdapat kriteria yang sepenuhnya objektif dan konsisten dalam menentukan batas
antara penerima yang memenuhi kategori fi sabilillah dan penerima yang tidak memenuhi

! Idris et al, “Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks
Masyarakat Muslim Indonesia.”

2 Jamal, “Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian dalam Ekonomi Islam.”

3 Qothrunnada and Firmansyah, “Analisis Pemberian Zakat kepada Sabilillah dalam Konteks Klasik dan Modern.”
4 Zuhri, Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia.

Page | 722



Verdict: Journal of Law Science 5(4) (2026): 721-735

kualifikasi. Dengan demikian, perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai dinamika
interpretasi dan kebijakan distribusi zakat yang dipengaruhi oleh pertimbangan fikih, kondisi
kebutuhan masyarakat, dan otoritas tokoh agama, bukan semata-mata perubahan
administratif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas fi sabilillah dari perspektif yang
berbeda. Sudarmaji, misalnya, mengkaji praktik penyerahan zakat fitrah kepada guru ngaji
di Desa Rowobranten dan menunjukkan bahwa guru ngaji diposisikan sebagai bagian dari fi
sabilillah berdasarkan konstruksi fikih tertentu.> Herianto menelaah implementasi asnaf fi
sabilillah pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah dengan cakupan penerima yang meliputi
kegiatan dakwah, pendidikan, pembinaan mualaf, dan pemberdayaan umat.® Sementara itu,
Qothrunnada dan Firmansyah membahas perkembangan konseptual fi sabilillah dari
pemaknaan jihad dalam perspektif klasik menuju cakupan yang lebih luas dalam pemikiran
kontemporer.” Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar penting mengenai perluasan
makna dan praktik penyaluran fi sabilillah, tetapi belum menjelaskan bagaimana suatu
komunitas secara konkret menentukan siapa yang dianggap memenuhi kategori tersebut dan
apa yang menyebabkan kriteria tersebut berubah. Di sinilah penelitian ini memiliki
perbedaan sekaligus mengisi kesenjangan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya
mengkaji siapa penerima fi sabilillah, tetapi menganalisis proses penetapan, pertimbangan
fikih, dan otoritas tokoh agama dalam membentuk kriteria penerima serta dinamika
perubahannya dari 2019 hingga 2024 dalam satu komunitas masyarakat. Dengan pendekatan
tersebut, penelitian ini mengungkap perubahan dari kriteria berbasis status santri menuju
kriteria yang lebih fungsional, kemudian terjadinya penyempitan kembali pada 2024.
Dinamika tersebut memungkinkan penelitian ini tidak sekadar menggambarkan praktik
distribusi zakat, tetapi menguji bagaimana perubahan pemaknaan fi sabilillah berhubungan
dengan interpretasi fikih, kebutuhan sosial-keagamaan, pertimbangan maslahah, dan
konsistensi penetapan penerima. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada
analisis empiris-temporal mengenai bagaimana dan mengapa pemaknaan fi sabilillah
dikonstruksi, diperluas, dan kemudian dibatasi kembali oleh otoritas keagamaan lokal, suatu
aspek yang belum menjadi fokus penelitian terdahulu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap sekaligus urgensi penelitian.
Perubahan penerima fi sabilillah di Desa Sipaho memperlihatkan bahwa interpretasi terhadap
kategori mustahik dapat mengalami perubahan tanpa diketahui secara jelas dasar normatif
dan pertimbangan yang melandasinya. Hal ini penting dikaji karena perbedaan pemaknaan
dapat berimplikasi terhadap ketepatan sasaran dan legitimasi penyaluran zakat fitrah. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan fi sabilillah oleh tokoh
agama dalam menentukan penerima zakat fitrah serta menganalisis perubahan pola
penyaluran zakat fitrah pada kategori fi sabilillah di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan,
Kabupaten Padang Lawas Utara, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan
tersebut.

2. Metode dan Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan dan

5 Sudarmaji, “Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap Sabilillih Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-
Haitami (Studi Kasus di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal).”

¢ Herianto, “Implementasi Asnaf Fi Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah.”

7 Qothrunnada and Firmansyah, “Analisis Pemberian Zakat kepada Sabilillah dalam Konteks Klasik dan Modern.”
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pemaknaan ketentuan zakat, khususnya kategori fi sabilillah, dalam praktik penyaluran zakat
fitrah di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.® Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan dan pertimbangan
informan dalam menentukan penerima fi sabilillah, sedangkan studi kasus digunakan sebagai
strategi untuk menganalisis fenomena tersebut secara mendalam dalam konteks masyarakat
Desa Sipaho.” Dengan demikian, penelitian hukum empiris menunjukkan jenis penelitian,
pendekatan kualitatif menunjukkan cara memahami data, dan studi kasus menunjukkan
strategi pengkajian terhadap fenomena yang diteliti.

Subjek penelitian terdiri atas tokoh agama, amil zakat, dan penerima zakat yang
termasuk dalam kategori fi sabilillah. Informan dipilih secara purposive berdasarkan
keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik penetapan serta penyaluran zakat
fitrah di Desa Sipaho. Penelitian melibatkan delapan informan yang terdiri atas lima tokoh
agama, dua amil zakat, dan satu penerima zakat kategori fi sabilillah. Pemilihan informan
tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam, baik dari pihak yang
memiliki otoritas keagamaan dalam memberikan pertimbangan, pihak yang terlibat dalam
pengelolaan dan penyaluran zakat, maupun pihak yang menerima manfaat zakat.2

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-
terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu pemaknaan fi sabilillah, dasar
pertimbangan dalam menentukan penerima, perubahan penerima zakat dari tahun ke tahun,
serta faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut yang merupakan data primer pada
penelitian ini seperti Tokoh Agama dan Amil Zakat Dusun Batupulut, Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. Teknik dokumentasi digunakan
untuk melengkapi data wawancara melalui penelusuran informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan praktik penyaluran zakat fitrah. Data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur fikih
yang relevan dengan konsep fi sabilillah dan distribusi zakat.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah
identifikasi fenomena perubahan penetapan penerima zakat kategori fi sabilillah berdasarkan
observasi awal. Tahap kedua adalah penentuan informan berdasarkan kriteria keterlibatan
dan pengetahuan terhadap praktik penyaluran zakat. Tahap ketiga adalah pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap keempat adalah pengolahan dan analisis data
dengan menghubungkan informasi empiris dari informan dengan konsep fi sabilillah dalam
fikih zakat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan pedoman
wawancara dan catatan dokumentasi sebagai instrumen pendukung.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.!® Pada tahap reduksi, data hasil wawancara
diseleksi, dikelompokkan, dan difokuskan berdasarkan tema penelitian, terutama mengenai
pemaknaan fi sabilillah, dasar penetapan penerima, perubahan pola penyaluran, dan faktor
yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan
kategorisasi tematik untuk memperlihatkan pola hubungan antara pemaknaan tokoh agama
dengan praktik penyaluran zakat. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan

8 Rizkia and Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).

° Kusumastuti and Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif.

10 Qomaruddin and Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif
Spradley, Miles dan Huberman.”
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berdasarkan pola dan keterkaitan data yang ditemukan di lapangan serta mengujinya dengan
perspektif fikih zakat. Dengan demikian, analisis tidak hanya mendeskripsikan praktik
penyaluran zakat fitrah, tetapi juga menjelaskan dasar pemaknaan dan faktor yang
menyebabkan perubahan penetapan penerima kategori fi sabilillah di Desa Sipaho.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pergeseran Makna Fi Sabilillah dalam Penetapan Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan fi sabilillah sebagai salah satu asnaf
penerima zakat di Desa Sipaho berkembang dalam ruang antara batasan fikih klasik dan
kebutuhan keagamaan masyarakat kontemporer. Secara terminologis, sabilillah merujuk pada
jalan Allah, sedangkan fi sabilillah menunjuk pada pihak atau aktivitas yang berada dalam
rangka perjuangan di jalan Allah."! Persoalannya, QS. At-Taubah ayat 60 tidak memberikan
penjelasan secara eksplisit mengenai bentuk konkret fi sabilillah, sehingga ruang interpretasi
ulama menjadi penting dalam menentukan siapa yang termasuk di dalamnya. Perbedaan
tersebut menyebabkan fi sabilillah menjadi salah satu kategori mustahik yang memiliki
dinamika interpretasi paling kuat dibandingkan kategori lainnya.

Dalam fikih klasik, mayoritas ulama memberikan pemaknaan yang relatif restriktif
terhadap fi sabilillah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sabilillah berkaitan dengan pasukan
perang yang tidak memperoleh gaji,’> sementara Ibnu Katsir memaknai kelompok tersebut
sebagai orang yang berperang di jalan Allah dan tidak memperoleh hak dari pemerintah.’
Wahbah az-Zuhaili juga memberikan pengertian yang serupa dengan menempatkan para
pejuang yang tidak memperoleh dukungan pemerintah sebagai penerima kategori ini.'*
Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya juga menghubungkan fi sabilillah
dengan jihad, meskipun terdapat perbedaan mengenai syarat dan keadaan ekonomi
penerimanya.’® Bahkan, pandangan empat mazhab tersebut secara umum tidak memasukkan
pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, jalan, maupun kegiatan sosial lainnya
ke dalam kategori fi sabilillah.

Konstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemberian zakat kepada santri,
siswa, atau mahasiswa tidak dapat langsung dianggap sebagai konsekuensi otomatis dari
istilah fi sabilillah. Dalam perspektif fikih klasik, status sebagai orang yang belajar ilmu agama
tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang sebagai mustahik fi sabilillah.'® Karena itu,
ketika masyarakat Desa Sipaho memasukkan pelajar dan mahasiswa ke dalam kategori
tersebut, sebenarnya telah terjadi proses interpretasi hukum terhadap makna fi sabilillah.
Dengan kata lain, praktik tersebut bukan sekadar persoalan distribusi zakat, tetapi
merupakan bentuk penerapan hukum Islam melalui interpretasi terhadap salah satu asnaf
yang ditetapkan Al-Qur'an.

Berbeda dengan kecenderungan tersebut, sejumlah ulama memberikan pemaknaan yang
lebih luas. Yusuf al-Qardhawi memahami fi sabilillah dalam kerangka jihad yang tidak hanya
berbentuk peperangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan untuk

1 Hasanah, “Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat.”

12 Muhammad and Zainab, “Pergeseran Mustahik Zakat Mal dalam Konsep Sabilillah dari Figh Klasik ke Figh
Kontemporer.”

3 Muwafiq and Sadewa, “Konsep Jihad dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzim
dan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 190-193).”

14 Gunaepi, Konsep Fi Sabilillah dalam Tinjauan Fikih serta Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
15 Hakim, “Konsep Asnaf F1 Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer.”

16 Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama.”
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meninggikan agama Allah, termasuk pendidikan, penerbitan buku Islam, media dakwah, dan
aktivitas para dai.'” Imam al-Razi dan al-Qaffal juga memberikan ruang terhadap pemaknaan
yang lebih umum dengan menghubungkan sabilillah dengan berbagai bentuk kebaikan yang
bertujuan meninggikan agama Allah.!8

Kerangka pemikiran tersebut memiliki relevansi langsung dengan temuan lapangan.
Aulia Rahman Harahap selaku tokoh agama sekaligus anggota Amil Zakat tahun 2020
menjelaskan bahwa anak pesantren secara turun-temurun menjadi penerima zakat kategori fi
sabilillah." Pandangan tersebut diperkuat Hikmatiar Harahap yang mendasarkan penetapan
tersebut pada hadis Nabi SAW bahwa orang yang keluar untuk menuntut ilmu berada di
jalan Allah hingga kembali.?? Secara substantif, argumentasi tersebut menunjukkan bahwa
tokoh agama tidak memahami fi sabilillah hanya berdasarkan bentuk fisik jihad, tetapi
menghubungkannya dengan aktivitas menuntut ilmu sebagai bentuk perjuangan
keagamaan.

Pandangan tersebut semakin jelas dalam keterangan Sahrial Hasibuan. Menurutnya,
pemberian zakat kepada anak santri tidak hanya didasarkan pada anjuran hadis, tetapi juga
dimaksudkan sebagai stimulus agar generasi yang sedang mempelajari ilmu agama semakin
giat?! Mereka diharapkan menjadi generasi yang kelak menghidupkan pengajian,
perwiridan, melaksanakan fardhu kifayah, dan menjadi malim di kampung. Jika dianalisis
melalui perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya hubungan
antara pemberian zakat dan tujuan menjaga keberlangsungan agama (hifz al-din). Dengan
demikian, santri tidak hanya diposisikan sebagai individu yang menerima bantuan
pendidikan, tetapi sebagai bagian dari proses regenerasi pelaksana fungsi keagamaan dalam
masyarakat.

Perubahan pemaknaan kemudian terlihat pada tahun 2021. Zulham Harahap selaku
tokoh agama sekaligus Ketua Amil Zakat tahun 2021 berpandangan bahwa siswa SMP dan
SMA sekolah umum dapat dimasukkan sebagai fi sabilillah apabila aktif mengikuti kegiatan
keagamaan.?? Pertimbangan tersebut lahir dari pengamatan bahwa sebagian siswa sekolah
umum aktif mengikuti tadarus di masjid, sedangkan sebagian santri justru kurang
berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan perubahan
penting: ukuran fi sabilillah mulai bergeser dari identitas kelembagaan menuju fungsi dan
kontribusi keagamaan.

Pergeseran tersebut secara hukum Islam memiliki konsekuensi yang penting. Apabila
sebelumnya status sebagai santri menjadi indikator utama, maka pada 2021 aktivitas
keagamaan menjadi indikator yang lebih menentukan. Pendekatan tersebut dapat
dipertautkan dengan pemikiran kontemporer mengenai fi sabilillah, tetapi tetap harus diberi
batas. Tidak setiap aktivitas positif seorang siswa dapat secara otomatis dikategorikan sebagai
fi sabilillah. Aktivitas tersebut harus memiliki hubungan yang nyata dengan perjuangan,

17 Hadli, Jihad Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

18 Dahaman@Dahlan et al., “Transformasi Konsep ‘Fi Sabilillah” Berdasarkan Fatwa Negeri Perlis dan Peranan
dalam Pengurusan Dana Zakat.”

19 Hasil Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Tahun 2020 Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan
Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

20 Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

2 Ibid.

22 Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama dan Ketua Amil Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan
Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Maret 2026.
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penguatan, atau keberlangsungan agama. Dengan demikian, argumentasi Zulham Harahap
menjadi lebih kuat apabila keaktifan tadarus dipahami bukan sekadar kegiatan sosial-
keagamaan, tetapi sebagai aktivitas yang memiliki fungsi dalam ta'lim al-din dan penguatan
praktik keagamaan masyarakat.?

Perluasan berikutnya terjadi pada 2023 ketika mahasiswa perguruan tinggi Islam juga
ditetapkan sebagai penerima. Bahal Siregar selaku tokoh agama sekaligus Ketua Amil Zakat
menjelaskan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan kompetensi keagamaan setelah
mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Islam. Ia memberikan contoh mahasiswa yang
sebelumnya belum pernah menjadi khatib ketika masih berada pada jenjang Aliyah atau
SMA, tetapi setelah menempuh pendidikan tinggi Islam mampu menjadi khatib ketika
kembali ke kampung halaman.?* Kemampuan membaca ayat Al-Qur'an juga dinilai
mengalami peningkatan.

Argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa yang dipertimbangkan bukan semata-
mata status mahasiswa, melainkan hasil pendidikan yang dapat memberikan kontribusi
terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan diposisikan
sebagai sarana pembentukan kapasitas keagamaan yang kemudian menghasilkan manfaat
bagi umat. Pertimbangan tersebut memiliki kedekatan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi
mengenai perluasan fi sabilillah kepada pendidikan dan dakwah.? Dengan demikian, praktik
masyarakat Desa Sipaho dapat dikatakan memiliki basis argumentasi dalam khazanah
hukum Islam kontemporer, meskipun berbeda dengan konstruksi mayoritas ulama klasik.

Tabel 1. Perkembangan Pemaknaan dan Kriteria Penerima Fi Sabilillah di Desa Sipaho Tahun 2019-
2024

Tahun Penerima Fi Sabilillah Dasar/Kriteria Penetapan Arah Pemaknaan
2019 Santri tingkat Tsanawiyah Status sebagai santri dan Berbasis status
dan Aliyah di pesantren aktivitas menuntut ilmu agama | keagamaan
2020 Santri tingkat Tsanawiyah Tradisi penyaluran sebelumnya | Penguatan basis
dan Aliyah di pesantren dan pandangan bahwa tradisional
menuntut ilmu agama termasuk
fi sabilillah
2021 Santri serta siswa SMP dan Keaktifan dalam tadarus dan Bergeser menuju
SMA sekolah umum yang aktivitas keagamaan di fungsi keagamaan
aktif dalam kegiatan masyarakat
keagamaan
2022 Santri dan siswa SMP/SMA Aktivitas dan keterlibatan Pemaknaan
sekolah umum dalam kegiatan keagamaan fungsional
2023 Santri, siswa SMP/SMA Kapasitas pendidikan Perluasan fungsional
sekolah umum, dan keagamaan dan kontribusi
mahasiswa perguruan tinggi | terhadap kehidupan keagamaan
Islam masyarakat
2024 Santri serta siswa SMP dan Penilaian kembali terhadap Penyempitan kembali
SMA relevansi aktivitas dan kriteria
kontribusi keagamaan penerima
2 Ibid.

2+ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

% Sutisna, Muhtar, and Hazazi, “Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat Antara
Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi.”
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Tabel 1 menunjukkan bahwa pemaknaan fi sabilillah di Desa Sipaho tidak bersifat statis,
tetapi mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan pertimbangan tokoh agama
pada setiap periode. Perubahan paling signifikan terjadi pada 2021 ketika status sebagai santri
tidak lagi menjadi satu-satunya indikator, melainkan mulai digunakan ukuran fungsional
berupa keterlibatan dalam aktivitas keagamaan. Perluasan kepada mahasiswa perguruan
tinggi Islam pada 2023 semakin menunjukkan orientasi tersebut, karena pendidikan dinilai
berdasarkan kapasitas yang dihasilkan bagi kehidupan keagamaan masyarakat. Namun,
penyempitan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa pendekatan fungsional tersebut belum
memiliki kriteria yang sepenuhnya baku. Dengan demikian, perkembangan 2019-2024
memperlihatkan adanya proses negosiasi antara pemahaman fikih yang lebih restriktif,
interpretasi kontemporer yang lebih luas, dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam
praktik distribusi zakat.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemaknaan fi sabilillah di
Desa Sipaho mengalami pergeseran dari status sebagai santri, menuju keaktifan dalam
aktivitas keagamaan, kemudian menuju kapasitas dan kontribusi keagamaan. Pergeseran
tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama menggunakan pendekatan fungsional dalam
menerjemahkan fi sabilillah. Akan tetapi, secara hukum Islam, fleksibilitas tersebut tetap harus
berada dalam batas asnaf yang ditentukan syariat. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa
praktik Desa Sipaho lebih dekat dengan corak pemikiran ulama kontemporer, tetapi
legitimasi hukumnya bergantung pada adanya hubungan substantif antara aktivitas
penerima dengan kepentingan dan penguatan agama Islam.

3.2 Dinamika Penyaluran Zakat Fitrah dan Logika Kemaslahatan Lokal

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan pemaknaan fi sabilillah
berimplikasi langsung terhadap pola penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho. Secara normatif,
zakat merupakan hak Allah yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
Sayyid Sabiq menempatkan zakat sebagai kewajiban yang memiliki fungsi membersihkan
jiwa dan memberikan manfaat kepada fakir miskin,* sedangkan Yusuf al-Qardhawi
menegaskan bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk
diserahkan kepada orang yang berhak.?”” Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 juga mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh
seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama
untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kedudukan zakat fitrah memiliki kekhususan karena kewajibannya didasarkan secara
langsung pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin
Umar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atas setiap muslim, baik
laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, serta memerintahkan agar
zakat tersebut ditunaikan sebelum pelaksanaan salat I1d.?® Kekhususan tersebut menunjukkan
bahwa zakat fitrah tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga memiliki
tujuan sosial yang sangat kuat, terutama memastikan kelompok yang membutuhkan
memperoleh kecukupan pada momentum Idulfitri.

Dalam konteks Desa Sipaho, pengelolaan zakat fitrah dilaksanakan secara mandiri pada

26 Hariyadi, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen
Keluarga.”

2 Musanna, Makraja, and Yanti, “Perdebatan Zakat dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi dari Perspektif
Ulama Kontemporer.”

28 Syafiq, Bustami, and Kamirudin, “Hukum Zakat Fitrah bagi Bayi dalam Kandungan.”
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tingkat dusun, khususnya di Dusun Batupulut dan Dusun Sungai Ampolu. Masjid menjadi
pusat pengumpulan dan distribusi zakat. Pada malam 1 Syawal, masyarakat berkumpul
untuk bermusyawarah mengenai penunjukan amil dan penetapan mustahik. Partaonan
Harahap menjelaskan bahwa musyawarah tersebut menjadi bagian penting dalam tata kelola
zakat di tingkat masyarakat.?” Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum zakat tidak hanya
diterapkan melalui struktur kelembagaan formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial-
keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

Mekanisme pemilihan amil juga memperlihatkan karakter lokal yang kuat. Salman
Harahap menjelaskan bahwa keterwakilan setiap marga menjadi salah satu pertimbangan
dalam menentukan amil, seperti Harahap, Siregar, Hasibuan, dan marga lainnya.*® Secara
sosial, sistem tersebut berfungsi menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan menghindari
dominasi satu kelompok. Jika dilihat melalui prinsip hukum Islam, mekanisme tersebut dapat
dikaitkan dengan nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan dalam
pengelolaan harta umat. Artinya, kearifan lokal tersebut tidak dengan sendirinya
bertentangan dengan hukum Islam selama tidak menyebabkan penyimpangan dari
ketentuan mustahik dan tujuan zakat.

Temuan yang lebih penting terletak pada urutan pendistribusian. Amil mendahulukan
fakir dan miskin, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan
pokok menjelang hari raya. Setelah kebutuhan kelompok tersebut diperhatikan, zakat
kemudian disalurkan kepada kelompok fi sabilillah, yang dalam praktiknya mencakup anak
pesantren, siswa SMA, dan mahasiswa. Pola tersebut menunjukkan adanya kesadaran
masyarakat bahwa zakat fitrah memiliki fungsi khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat menjelang Idulfitri.

Dari perspektif hukum Islam, prioritas tersebut memiliki argumentasi yang kuat. Hadis
tentang zakat fitrah menjelaskan fungsi zakat sebagai thu ‘matan lil-masakin, yaitu makanan
bagi orang miskin. Karena itu, mendahulukan fakir dan miskin dalam distribusi zakat fitrah
dapat dipandang lebih dekat dengan tujuan awal pensyariatan zakat fitrah.*® Dengan
demikian, meskipun masyarakat memperluas pemaknaan fi sabilillah, perluasan tersebut
tidak sampai menghilangkan orientasi sosial zakat fitrah. Temuan ini menjadi penting karena
menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sipaho pada dasarnya tidak menempatkan fi sabilillah
sebagai kelompok yang harus selalu didahulukan dibandingkan fakir dan miskin.

Pada saat yang sama, penetapan mahasiswa sebagai fi sabilillah pada 2023
memperlihatkan bahwa distribusi zakat juga dipengaruhi kondisi faktual penghimpunan
zakat. Bahal Siregar menjelaskan bahwa pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah
zakat karena banyak perantau pulang kampung dan menunaikan zakat di desa.’> Kondisi
tersebut menjadi salah satu alasan mahasiswa dimasukkan sebagai penerima pada tahun
tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat temporer. Nasaruddin
Harahap, mahasiswa UIN Sumatera Utara sekaligus penerima zakat fi sabilillah, juga

» Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padang Lawas Utara, 11 Maret 2026.

% Hasil Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Tahun 2022 Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan
Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 12 Maret 2026.

3 Idris et al., “Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks
Masyarakat Muslim Indonesia.”

%2 Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.
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mengonfirmasi bahwa dirinya menerima zakat pada periode tersebut.®

Temuan ini memperlihatkan adanya interaksi antara norma fikih dan realitas distribusi.
Dalam kondisi dana zakat yang lebih besar, cakupan penerima dapat diperluas kepada
kelompok yang menurut interpretasi tokoh agama memiliki hubungan dengan fi sabilillah.
Namun, perubahan tersebut tidak dapat semata-mata dibenarkan berdasarkan banyaknya
dana yang tersedia. Jumlah dana zakat hanya merupakan faktor distribusi, sedangkan status
seseorang sebagai mustahik tetap harus memiliki dasar syar'i. Dengan kata lain, kelimpahan
dana dapat memengaruhi prioritas dan cakupan distribusi, tetapi tidak boleh menciptakan
kategori mustahik di luar yang dibenarkan syariat.

Karena itu, pola penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho dapat dipahami sebagai model
distribusi yang menggabungkan prioritas kebutuhan dasar, musyawarah masyarakat, dan
interpretasi keagamaan tokoh agama. Secara sosiologis model tersebut mencerminkan
solidaritas masyarakat, sedangkan secara hukum Islam ia memperlihatkan penerapan prinsip
kemaslahatan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap membutuhkan batas normatif karena zakat
merupakan ibadah maliyah yang penerimanya telah ditentukan Allah SWT.

3.3 Dari Ijtihad Lokal menuju Kriteria Fi Sabilillah yang Berkeadilan

Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan penerima fi sabilillah dari tahun ke
tahun. Pada periode awal, penerima terutama adalah anak pesantren, kemudian pada 2021
diperluas kepada siswa SMP dan SMA yang aktif dalam kegiatan keagamaan, pada 2023
mahasiswa perguruan tinggi Islam juga dimasukkan; sedangkan kebijakan tersebut
kemudian bersifat temporer dan tidak dipertahankan pada tahun berikutnya. Perubahan
tersebut memperlihatkan bahwa fi sabilillah di Desa Sipaho merupakan kategori yang
ditentukan melalui proses interpretasi dan pertimbangan tokoh agama, bukan kategori yang
diterapkan secara mekanis.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut dapat disebut sebagai ijtihad lokal,
dalam pengertian adanya usaha memahami dan menerapkan norma syariah berdasarkan
konteks sosial masyarakat.** Namun, istilah ijtihad di sini perlu digunakan secara hati-hati.
Tidak setiap keputusan tokoh agama otomatis merupakan ijtihad dalam pengertian
metodologis fikih.*® Agar dapat disebut sebagai ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan,
keputusan tersebut harus memiliki dasar istinbath, mempertimbangkan pendapat ulama,
memperhatikan ‘illah hukum, dan tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti. Dalam
konteks Desa Sipaho, dasar yang digunakan tokoh agama dapat ditemukan dalam hadis
tentang menuntut ilmu, pandangan Yusuf al-Qardhawi, serta pertimbangan fungsi
pendidikan dan dakwah bagi masyarakat.3

Dengan perspektif tersebut, keputusan memberikan zakat kepada santri mempunyai
argumentasi yang relatif lebih mudah ditelusuri. Mereka diposisikan sebagai orang yang
menuntut ilmu agama dan diproyeksikan menjadi pelaksana fungsi keagamaan masyarakat.
Sahrial Hasibuan secara eksplisit menghubungkan pemberian zakat kepada santri dengan
kebutuhan regenerasi pengajian, perwiridan, fardhu kifayah, dan malim kampung.?” Artinya,

% Hasil Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Penerima Zakat Asnaf Fi Sabilillah, Dusun
Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 15 Maret 2026.

3 Siroj, “Universalitas dan Lokalitas Hukum Islam.”

% Sabila et al., “Fenomena Fatwa Instan pada Platform AI sebagai Tantangan Metodologi Ijtihad di Tengah
Perkembangan Artifical Intelligence.”

% Fitrah and Hamka, “Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-"Aql Wa al-Ilm Fi Al-Qur’an.”
% Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten
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terdapat hubungan antara objek penerima, aktivitas yang dilakukan, dan kemanfaatan
keagamaan yang diharapkan. Hubungan semacam ini memperkuat argumentasi bahwa
penyaluran tersebut tidak semata-mata didasarkan pada belas kasihan, tetapi pada fungsi
keagamaan yang ingin dipelihara.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika kategori tersebut diperluas kepada
siswa sekolah umum dan mahasiswa. Pada kasus siswa, Zulham Harahap menggunakan
ukuran keaktifan dalam kegiatan keagamaan.®® Pada kasus mahasiswa, Bahal Siregar
menggunakan indikator peningkatan kompetensi dan kontribusi keagamaan.* Kedua
indikator tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama sebenarnya telah menggunakan kriteria
substantif, bukan sekadar status pendidikan. Namun, kriteria tersebut belum diformulasikan
menjadi standar yang jelas dan terdokumentasi.

Di sinilah letak persoalan hukum yang paling penting dari temuan penelitian. Jika fi
sabilillah dimaknai terlalu sempit, maka hukum Islam berpotensi tidak mampu merespons
bentuk perjuangan agama yang berkembang pada masyarakat modern. Sebaliknya, jika
dimaknai terlalu luas, hampir setiap kegiatan pendidikan atau sosial dapat dimasukkan
sebagai fi sabilillah. Padahal QS. At-Taubah ayat 60 menggunakan struktur innama dalam
menyebutkan kelompok penerima zakat. Artinya, perluasan interpretasi harus tetap berada
dalam batas tujuan dan karakter asnaf yang ditetapkan syariat.*’ Karena itu, pemaknaan
kontemporer tidak seharusnya dipahami sebagai kebebasan untuk menentukan penerima,
melainkan sebagai upaya menemukan bentuk baru perjuangan agama yang memiliki “illah
dan tujuan yang sama.

Dalam konteks ini, pendekatan Yusuf al-Qardhawi memberikan dasar yang lebih relevan
untuk membaca praktik Desa Sipaho. Pendidikan, dakwah, dan pengembangan kapasitas
umat dapat dipandang sebagai bentuk perjuangan apabila benar-benar diarahkan untuk
membela dan meninggikan agama Allah.*! Dengan demikian, santri, siswa, atau mahasiswa
tidak seharusnya ditetapkan sebagai fi sabilillah hanya karena mereka berstatus pelajar,
melainkan karena terdapat orientasi keagamaan dan manfaat keagamaan yang dapat
diidentifikasi. Parameter tersebut sekaligus dapat menjadi pembeda antara fi sabilillah dengan
fakir dan miskin yang menerima zakat karena alasan ekonomi.

Dari perspektif maqashid al-syariah, praktik tersebut juga dapat dibaca melalui tujuan
menjaga agama (hifz al-din). Pemberian zakat kepada individu yang sedang mempersiapkan
diri untuk menjadi khatib, guru mengaji, pelaksana fardhu kifayah, atau penggerak aktivitas
keagamaan dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan beragama
masyarakat.®? Dengan demikian, pemberian zakat kepada kelompok tersebut memiliki
dimensi kemaslahatan yang lebih luas. Akan tetapi, magashid tidak dapat berdiri sendiri untuk
menetapkan seseorang sebagai mustahik. la harus bekerja sebagai instrumen untuk
menjelaskan tujuan dan relevansi hukum, sementara klasifikasi asnaf tetap merujuk pada
kerangka normatif QS. At-Taubah ayat 60.

Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

% Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Dan Ketua Amil Dusun Batupulut, Desa Sipaho, Kecamatan
Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Maret 2026.
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Padang Lawas Utara, 13 Maret 2026.

4 Khairussalam, Muhsin, and Taqiyuddin, “Zakat for Infrastructure: A Contextual Analysis of Verse 60 of Surah
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Persoalan lainnya adalah konsistensi. Penetapan mahasiswa sebagai fi sabilillah pada 2023
kemudian tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa kategori tersebut
bersifat temporer. Secara hukum Islam, perubahan tersebut pada dasarnya tidak bermasalah
apabila terdapat perubahan ‘illah, kebutuhan, atau kondisi distribusi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Konsistensi hukum tidak berarti penerima harus selalu sama setiap
tahun, tetapi berarti dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan dan mengubah
penerima harus konsisten. Apabila perubahan hanya disebabkan oleh subjektivitas individu
tanpa alasan yang jelas, maka fleksibilitas dapat berubah menjadi ketidakpastian hukum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik Desa Sipaho mempunyai dua sisi. Di
satu sisi, terdapat kekuatan berupa kemampuan tokoh agama menyesuaikan konsep fi
sabilillah dengan kebutuhan keagamaan masyarakat. Di sisi lain, terdapat kelemahan berupa
belum adanya standar tertulis yang menjelaskan indikator seseorang dapat dimasukkan ke
dalam kategori tersebut. Hal ini juga terlihat dari mekanisme penetapan mustahik yang
dilakukan melalui musyawarah lisan dan belum sepenuhnya didukung dokumentasi formal.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik fi sabilillah di Desa Sipaho tidak tepat dinilai
hanya dengan menggunakan pendekatan halal atau haram, sesuai atau tidak sesuai. Praktik
tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang bergerak
dari pemaknaan klasik menuju pemaknaan kontemporer. Dasar tersebut mempunyai
legitimasi dalam pendapat Yusuf al-Qardhawi serta pemikiran al-Razi dan al-Qaffal,
terutama ketika pendidikan dan kontribusi keagamaan benar-benar diarahkan pada
kepentingan agama. Namun, diperlukan batas yang lebih jelas agar perluasan fi sabilillah tidak
menghilangkan karakter khusus asnaf sebagaimana ditetapkan QS. At-Taubah ayat 60.

Substansi persoalan hukum dalam praktik Desa Sipaho bukan terletak pada perubahan
penerima dari santri menjadi siswa atau mahasiswa, melainkan pada dasar dan parameter
yang digunakan untuk mengategorikan mereka sebagai fi sabilillah. Apabila aktivitas
pendidikan tersebut memiliki orientasi keagamaan, menghasilkan kompetensi yang
bermanfaat bagi umat, dan dapat dikaitkan dengan hifz al-din, maka terdapat argumentasi
hukum Islam yang mendukung pemaknaannya secara luas. Sebaliknya, apabila status
pendidikan menjadi satu-satunya dasar tanpa melihat orientasi dan kontribusi keagamaan,
maka perluasan tersebut berpotensi keluar dari batas fi sabilillah. Dengan demikian, model
penyaluran zakat fitrah di Desa Sipaho pada dasarnya telah menunjukkan praktik hukum
Islam yang adaptif, tetapi membutuhkan kriteria yang lebih objektif, transparan, dan
konsisten agar prinsip kemaslahatan tidak mengorbankan ketepatan penetapan mustahik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemaknaan fi sabilillah sebagai penerima zakat fitrah di
Desa Sipaho berkembang dari pendekatan berbasis status menuju pendekatan fungsional
yang mempertimbangkan aktivitas, kapasitas, dan kontribusi keagamaan. Pada 2019, kategori
ini terbatas pada santri Tsanawiyah dan Aliyah di lingkungan pesantren. Pada 2021,
cakupannya diperluas kepada siswa SMP dan SMA sekolah umum yang aktif dalam kegiatan
keagamaan, kemudian pada 2023 mencakup mahasiswa perguruan tinggi Islam karena
dipandang memiliki kapasitas dan potensi kontribusi terhadap kehidupan keagamaan
masyarakat. Namun, pada 2024 mahasiswa perguruan tinggi Islam tidak lagi termasuk
penerima dan penyaluran kembali diarahkan kepada santri serta siswa SMP dan SMA.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan fi sabilillah di Desa Sipaho bersifat
dinamis dan tidak hanya ditentukan oleh status pendidikan.

Perubahan penerima tersebut terutama dipengaruhi oleh interpretasi dan pertimbangan
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tokoh agama, kondisi kebutuhan masyarakat, jumlah zakat yang dihimpun, serta
pertimbangan kemaslahatan dan kontribusi keagamaan calon penerima. Dengan demikian,
perubahan tersebut merupakan hasil interaksi antara pemahaman fikih, kondisi sosial, dan
kebijakan lokal dalam penyaluran zakat. Pemaknaan ini memiliki kedekatan dengan
pandangan kontemporer, khususnya Yusuf al-Qardhawi, tetapi tetap memerlukan batasan
agar tidak setiap pelajar atau mahasiswa secara otomatis dikategorikan sebagai fi sabilillah.
Penelitian juga menemukan belum adanya kriteria tertulis dan parameter yang konsisten,
sehingga diperlukan standar objektif yang mempertimbangkan ‘illah, kemaslahatan, dan
ketepatan sasaran sesuai QS. At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, praktik di Desa Sipaho
memperlihatkan bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, tetapi tetap membutuhkan konsistensi normatif dalam penetapan penerima.
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